
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH / PPKD
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REKENING
URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN  1.215.674.509.583,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH  15.036.078.645,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  10.697.823.072,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

 10.697.823.072,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 03

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta  10.697.823.072,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 03 . 01    PERDA NO. 13 THN 2010

Deviden Bank Sultra

1 THN x 10.697.823.072,00 = 10.697.823.072,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  4.338.255.573,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

 3.500.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02

Jasa Giro Kas Daerah  3.500.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01    Perbup No 3 Tahun 2011 Tentang lain-Lain Pendapata

Jasa Giro Kas Daerah

1 Thn x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00

 318.255.573,00 Pendapatan Dari Pengembalian4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10

Pendapatan Dari Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga  318.255.573,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06    Perbup No 3 Tahun 2011 Tentang lain-Lain Pendapata

Penerimaan kelebihan Bayar

1 thn x 318.255.573,00 = 318.255.573,00

 20.000.000,00 Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 13

Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan  20.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 13 . 02    Perbup No 3 Tahun 2011 Tentang lain-Lain Pendapa

Penerimaan Angsuran Kendaraan Dinas

1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

 500.000.000,00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa  500.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01    Perbup No 3 Tahun 2011 Tentang lain-Lain Pendapata

Penerimaan dari pemanfaatan kekayaan daerah

1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

DANA PERIMBANGAN  983.298.504.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  139.595.210.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1

 22.730.734.000,00 Bagi Hasil Pajak4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01
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Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan Migas Bumi  - Bagian Daerah  1.484.023.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DBH Bagian Daerah - Sektor Pertambangan - Migas Bumi

1 Thn x 1.484.023.000,00 = 1.484.023.000,00

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan WPODN  80.953.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

PPh WPODN

1 Thn x 80.953.000,00 = 80.953.000,00

Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan - Bagian Daerah  2.883.398.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 04    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DBH Bagian Daerah - Sektor Perkebunan

1 Thn x 2.883.398.000,00 = 2.883.398.000,00

Bagi Hasil PBB Bagi Rata  3.753.163.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 08    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DBH PBB Bagi Rata

1 Thn x 3.753.163.000,00 = 3.753.163.000,00

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21  8.504.585.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 10    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DBH PPh Pasal 21

1 Thn x 8.504.585.000,00 = 8.504.585.000,00

Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan Non Migas Bumi - Bagian 

Daerah

 5.613.168.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 11    PERPRES RI Nomor 129 tahun 2018

DBH Non Migas Bumi

1 Thn x 5.613.168.000,00 = 5.613.168.000,00

Bagi Hasil PBB Sektor Lainnya - Bagian Daerah  1.088.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 12    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DBH PBB Sektor Lainnya

1 Thn x 1.088.000,00 = 1.088.000,00

Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan Migas Bumi  - Biaya 

Pemungutan

 55.651.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 13    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DBH PBB Migas Bumi

1 Thn x 55.651.000,00 = 55.651.000,00

Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan Non Migas Bumi - Biaya 

Pemungutan

 210.494.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 14    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DBH PBB Non Migas

1 Thn x 210.494.000,00 = 210.494.000,00

Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan - Biaya Pemungutan  144.170.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 15    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DBH PBB Sektor Perkebunan

1 thn x 144.170.000,00 = 144.170.000,00

Bagi Hasil PBB Sektor Lainnya - Biaya Pemungutan  41.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 16    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Biaya Pemungutan Sektor Lainnya

1 thn x 41.000,00 = 41.000,00

 116.864.476.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - PSDH  94.895.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02    PERPRES RI Nomr 129 Tahun 2018

SDA Kehutanan - PSDH

1 Thn x 94.895.000,00 = 94.895.000,00

Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara -  Landrent  1.814.784.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 04    PERPRES RI Nomor 129 tahun 2018

DBH SDA Mierba - Landrent

1 Thn x 1.814.784.000,00 = 1.814.784.000,00

Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara -  Royalty  109.556.137.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 05    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara -  Royalty

1 Thn x 109.556.137.000,00 = 109.556.137.000,00

Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan  983.593.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DBH Perikanan
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1 Thn x 983.593.000,00 = 983.593.000,00

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - IIUPH  4.415.067.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

SDA Kehutanan - IIUPH

1 Thn x 4.415.067.000,00 = 4.415.067.000,00

Dana Alokasi Umum  611.181.698.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

 611.181.698.000,00 Dana Alokasi Umum4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01

Dana Alokasi Umum  611.181.698.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Dana Alokasi Umum - Formula

1 Thn x 598.226.868.000,00 = 598.226.868.000,00

Dana Alokasi Umum - Tambahan

1 Thn x 12.954.830.000,00 = 12.954.830.000,00

Dana Alokasi Khusus  232.521.596.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3

 148.875.705.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK)4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01

DAK Bidang Pendidikan  36.718.414.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Pendidikan SD

1 Thn x 18.892.493.000,00 = 18.892.493.000,00

Pendidikan SMP

1 Thn x 15.576.276.000,00 = 15.576.276.000,00

SKB

1 Thn x 2.249.645.000,00 = 2.249.645.000,00

DAK Bidang Kesehatan  64.632.279.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Pelayanan Kesehatan Dasar - DAK Reguler

1 Thn x 3.085.506.000,00 = 3.085.506.000,00

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan - DAK 

Reguler

1 Thn x 4.610.187.000,00 = 4.610.187.000,00

Keluarga Berencana - DAK Reguler

1 THN x 1.557.986.000,00 = 1.557.986.000,00

Pelayanan Kesehatan Rujukan - DAK Penugasan

1 Thn x 52.630.703.000,00 = 52.630.703.000,00

Penurunan Stunting - DAK Penugasan

1 Thn x 1.869.999.000,00 = 1.869.999.000,00

Pengendalian Penyakit - DAK Penugasan

1 Thn x 877.898.000,00 = 877.898.000,00

DAK Bidang Infrastruktur Jalan  25.112.323.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

 Jalan - Reguler

1 Thn x 25.112.323.000,00 = 25.112.323.000,00

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi  3.764.912.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

 Irigasi - DAK Penugasan

1 thn x 3.764.912.000,00 = 3.764.912.000,00

DAK Bidang Infrastruktur Air Minum  5.202.034.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Air Minum - DAK Reguler

1 Thn x 2.210.945.000,00 = 2.210.945.000,00

Air Minum - DAK Penugasan

1 Thn x 2.991.089.000,00 = 2.991.089.000,00

DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi  2.200.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DAK Sanitasi - DAK Penugasan

1 Thn x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
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DAK Bidang Kelautan dan Perikanan  1.442.974.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler

1 Thn x 1.442.974.000,00 = 1.442.974.000,00

DAK Bidang Pertanian  3.599.648.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Bidang Pertanian - Reguler

1 Thn x 3.599.648.000,00 = 3.599.648.000,00

DAK Bidang Lingkungan Hidup  475.775.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

LIngkungan Hidup - DAK Penugasan

1 Thn x 475.775.000,00 = 475.775.000,00

DAK Bidang Perdagangan  2.465.202.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 14    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DAK Pasar - DAK Penugasan

1 Thn x 2.465.202.000,00 = 2.465.202.000,00

DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman  3.262.144.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 19    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

DAK Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman - Reguler

1 Thn x 3.262.144.000,00 = 3.262.144.000,00

 83.645.891.000,00 DAK Non FISIK4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02

Tunjangan Profesi Guru PNSD  52.149.870.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 01    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Tunjangan Profesi Guru

1 Thn x 52.149.870.000,00 = 52.149.870.000,00

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD  1.269.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 02    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1 Thn x 1.269.000.000,00 = 1.269.000.000,00

Bantuan Operasional PAUD  3.763.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 03    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

BOP Pendidikan Anak Usia Dini

1 Thn x 3.763.200.000,00 = 3.763.200.000,00

Bantuan Operasional Kesehatan  12.938.833.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 04    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Bantuan Operasional Kesehatan

1 Thn x 12.938.833.000,00 = 12.938.833.000,00

Akreditasi Rumah Sakit  353.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 05    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Akreditasi Rumah Sakit

1 Thn x 353.500.000,00 = 353.500.000,00

Akreditasi Puskesmas  2.107.475.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 06    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Akreditasi Puskesmas

1 Thn x 2.107.475.000,00 = 2.107.475.000,00

Jaminan Persalinan (Jampersal)  1.999.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 07    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Jaminan Persalinan

1 Thn x 1.999.000.000,00 = 1.999.000.000,00

Bantuan Operasional KB  3.888.155.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 08    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

BOP Keluarga Berencana

1 Thn x 3.888.155.000,00 = 3.888.155.000,00

Tunjangan Khusus Guru  1.824.730.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 09    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Tunjangan Khusus Guru

1 Thn x 1.824.730.000,00 = 1.824.730.000,00

Pelayanan Administrasi Kependudukan  1.241.228.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 10    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Dana Pelayanan Adm. Kependudukan

1 Thn x 1.241.228.000,00 = 1.241.228.000,00

Bantuan Operasioal Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan  1.710.100.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 11    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018
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BOP Pendidikan Kesetaraan

1 Tahun x 1.710.100.000,00 = 1.710.100.000,00

Akreditasi Labkesda  400.800.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 12    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Akreditasi Labkesda

1 Thn x 400.800.000,00 = 400.800.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  217.339.926.938,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3

Pendapatan Hibah  35.496.208.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1

 2.834.808.000,00 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah  2.834.808.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01    Surat Menteri Keuangan Nomor S-499/MK.7/2018

Hibah READ-SI

1 Thn x 2.834.808.000,00 = 2.834.808.000,00

 32.661.400.000,00 Pendapatan Hibah Dana BOS4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 07

Hibah Dana BOS  32.661.400.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 07 . 01    Permendagri No 38 Tahun 2018

Hibah dana BOS

1 Thn x 32.661.400.000,00 = 32.661.400.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  64.486.759.938,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3

 64.486.759.938,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01

Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  13.214.029.564,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01    Keputusan Gubernur Sultra No 121 Th 2018

Pajak PKB

1 Thn x 13.214.029.564,00 = 13.214.029.564,00

Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)  21.418.100.319,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03    Keputusan Gubernur Sultra No 121 Th 2018

BBN-KB

1 Thn x 21.418.100.319,00 = 21.418.100.319,00

Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)  14.363.808.966,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05    Keputusan Gubernur Sultra No 121 Th 2018

BBM-KB

1 THN x 14.363.808.966,00 = 14.363.808.966,00

Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan  0,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07    

DBH Air Permukaan

1 Thn x 0,00 = 0,00

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Pajak Rokok  15.074.155.455,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08    Keputusan Gubernur Sultra N0 80 Th 2018

Bagi Hasil Pajak Rokok

1 Thn x 11.764.121.627,00 = 11.764.121.627,00

Kurang Bayar Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Surat 

Bapenda Prov. Sultra No 973/407/04.2018/BP)

1 Thn x 3.310.033.828,00 = 3.310.033.828,00

Bagi Hasil Dari Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum  416.665.634,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 09    Keputusan Gubernur Sultra No 499 Th 2014

Kurang Bayar Penerimaan Ret. Pelayanan Parkir ditepi 

Jalan Umum

1 Thn x 416.665.634,00 = 416.665.634,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  117.356.959.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4

 117.356.959.000,00 Dana Penyesuaian4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01

Dana Insentif Daerah  31.802.131.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Kesejahteraan Masyarakat

1 Thn x 11.790.064.000,00 = 11.790.064.000,00
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Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

1 Thn x 9.630.748.000,00 = 9.630.748.000,00

Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

1 Thn x 10.381.319.000,00 = 10.381.319.000,00

Dana Desa  85.554.828.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 07    PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Dana Desa

1 Thn x 85.554.828.000,00 = 85.554.828.000,00

BELANJA  180.951.866.100,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG  180.951.866.100,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1

 180.951.866.100,00 Non Kegiatan4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Hibah  8.463.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

 8.463.200.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi  4.700.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)   

Hibah

KONI

4,000,000,000 Tahun x 1,00 = 4.000.000.000,00

PRAMUKA

200,000,000 - x 1,00 = 200.000.000,00

PMI

100,000,000 - x 1,00 = 100.000.000,00

PPI

100,000,000 - x 1,00 = 100.000.000,00

BAZNAS

200,000,000 - x 1,00 = 200.000.000,00

INDONESIA OFF ROAD FEDERATION

50,000,000 Thn x 1,00 = 50.000.000,00

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOLAKA

50,000,000 Tahun x 1,00 = 50.000.000,00

Belanja Hibah PAUD Swasta  3.763.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 02 DAK NON FISIK BOP PAUD   

BOP PAUD

BOP PAUD SWASTA

3,763,200,000 - x 1,00 = 3.763.200.000,00

Belanja Bantuan Sosial  4.549.375.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5

 1.444.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan  1.444.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)   

Belanja Bantuan Sosial

Bansos Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin

4,800 Org/Bln x 280.000,00 = 1.344.000.000,00

Bansos Beasiswa Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu

1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Bansos Modal Usaha masyarakat Miskin

1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

 3.105.375.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03
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Belanja Bantuan Sosial Kepada  Anggota Masyarakat  3.105.375.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01 DAK BIDANG Perumahan Kawasan Pemukiman - Reguler   

PERMEN PUPR No 21 Tahun 2017

Peningkatan Kualitas  (PK) Rumah Swadaya Bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR)

DAK BSPS

3,105,375,000 - x 1,00 = 3.105.375.000,00

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 

Desa

 2.864.700,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6

 2.864.700,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 04

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten  2.864.700,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 04 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)   

Bagi Hasil Retribusi Daerah - Kolaka Timur

Bagi Hasil Retribusi Daerah

816,000 - x 1,00 = 816.000,00

Bagi Hasil Retribusi Daerah - Kolaka Utara

Bagi Hasil Retribusi Daerah

2,048,700 - x 1,00 = 2.048.700,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa

 164.936.426.400,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

 160.632.518.800,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD  75.077.690.800,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)   Permendagri No 38 Tahun 2018

Belanja Bantuan Keuangan

ADD Kabupaten

75,077,690,800 Thn x 1,00 = 75.077.690.800,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - DD  85.554.828.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 02 Dana Desa Pusat   PERPRES RI Nomor 129 Tahun 2018

Alokasi Dana Desa Pusat

Dana Desa Pusat

85,554,828,000 - x 1,00 = 85.554.828.000,00

 421.307.600,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik  421.307.600,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)   

Bantuan Keuangan

Nasdem

1 Thn x 28.209.600,00 = 28.209.600,00

Partai Kesatuan Bangsa

1 Thn x 30.718.800,00 = 30.718.800,00

Partai Keadilan Sejahtera

1 Thn x 44.978.400,00 = 44.978.400,00

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1 Thn x 43.819.200,00 = 43.819.200,00

Partai Golongan Karya

1 Thn x 36.770.400,00 = 36.770.400,00

Partai Gerindra

1 Thn x 46.108.800,00 = 46.108.800,00

Partai Demokrat

1 Thn x 27.428.400,00 = 27.428.400,00

Partai Amanat NAsional

1 Thn x 50.940.000,00 = 50.940.000,00

Partai Persatuan Pembangunan

1 Thn x 45.097.200,00 = 45.097.200,00
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Partai Hati Nurani Rakyat

1 Thn x 27.781.200,00 = 27.781.200,00

Partai Bulan Bintang

1 Thn x 23.598.000,00 = 23.598.000,00

Partai Keadilan & Persatuan Indonesia

1 Thn x 15.857.600,00 = 15.857.600,00

 3.882.600.000,00 Bantuan Keuangan Khusus4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 07

Bantuan Keuangan Khusus  3.882.600.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 07 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)   

Insentif Para Imam

Khatib

1,320 Bln/Org x 500.000,00 = 660.000.000,00

Imam Kecamatan

144 Bln/Org x 750.000,00 = 108.000.000,00

Imam Kelurahan

420 Org/Bln x 500.000,00 = 210.000.000,00

Imam Lingkungan

984 Org/Bulan x 300.000,00 = 295.200.000,00

Pembina TPQ

3,360 Bln/Org x 300.000,00 = 1.008.000.000,00

Pendeta

288 Bln/Org x 500.000,00 = 144.000.000,00

Pinandita

60 Bln/Org x 500.000,00 = 30.000.000,00

Pasraman

36 Bln/Org x 500.000,00 = 18.000.000,00

Insentif Pengurus Mesjid Binaan Pemda Kab. Kolaka  (4 

Mesjid)

Insentif Pengurus Mesjid

1 Thn x 426.000.000,00 = 426.000.000,00

Pembinaan Lembaga Tahfiz Al Quran Khaera ummah Kab 

Kolaka

1 Thn x 212.400.000,00 = 212.400.000,00

Pembinaan Islamic Center Kab Kolaka

1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

BLM PANSIMAS III

PAMSIMAS

1 Thn x 735.000.000,00 = 735.000.000,00

Belanja Tidak Terduga  3.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

 3.000.000.000,00 Belanja Tak Terduga4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01

Belanja Tidak Terduga  3.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)   

Belanja Tidak terduga

Belaja Tidak Terduga

3,000,000,000 - x 1,00 = 3.000.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)  1.034.722.643.483,00 

PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH  5.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1
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Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  5.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1

 5.000.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  5.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01    

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya

5 - x 1.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH  4.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  4.000.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2

 4.000.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02

Penyertaan Modal pada Bank  1.500.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01    PERDA No 4 Tahun 2014

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Bank Bahteramas

3 - x 500.000.000,00 = 1.500.000.000,00

Penyertaan Modal Pada PDAM  2.500.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 02    PERDA No 4 Tahun 2014

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - PDAM

5 - x 500.000.000,00 = 2.500.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO  1.000.000.000,00 
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